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DINAMIKA
POLITIK

DALAM PERKEMBANGAN HUKUM
DI INDONESIA

Dinamika politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan
hukum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, dinamika politik memiliki dampak
besar pada perkembangan hukum dan kebijakan. Perubahan politik, pemilinan
umum, dan isu- isu politik sering menjadi katalisator dalam perubahan hukum
dan peraturan di negara Indonesia. Dinamika politik merujuk pada perubahan,
interaksi, dan persaingan antara berbagal elemen dalam sistem politik suatu
negara. Dinamika politik juga berperan penting dalam membentuk arah dan
kebijakan suatu negara. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi,
social dan hukum, serta kualitas demokrasi dan stabilitas politik dalam suatu
negara.

Perkembangan hukum di Indonesia adalah refleksi sejarah, budaya,
dan perkembangan politik di Negara Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya
untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan Masyarakat serta beradaptasi dengan
perkembangan global dalam hukum dan kebijakan.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Pengertian Politik

Ilmu politik berkembang sangat pesat dan dipengaruhi
oleh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi,
ekonomi, psikologi dan hukum. Dalam ilmu politik sendiri,
terdapat lima bidang kajian utama, yaitu: teori politik, organisasi
politik; partai, kelompok dan opini publik; dan hubungan
internasional. Dan untuk memahami ilmu politik terdapat
banyak definisi yang berbeda-beda, namun secara umum ada 5
aspek utama yang melandasi pengertian ilmu politik, yaitu
negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijakan publik
dan pembagian kekuasaan [1].

Sederhananya, semua ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu
politik, berusaha memahami, memahami, dan memperkirakan
masa depan akibat perubahan politik dan sosial, baik
direncanakan maupun tidak. Perubahan selalu menantang nalar
manusia untuk bereaksi secara meyakinkan. Misalnya,
pertumbuhan yang semakin pesat memerlukan pengaturan
sosial yang lebih hati-hati, efisien dan efektif. Transisi dari
masyarakat tradisional ke masyarakat modern menyebabkan
krisis legitimasi, partisipasi dan integrasi. Oleh karena itu, kita
harus mengantisipasi perubahan radikal; penekanan pada
perbedaan kelas akibat kapitalisasi dunia oleh pemodal dan
parasit yang tidak bertanggung jawab juga diperhitungkan
dengan cara yang meniru, bahkan eklektik.



BAB
PENGANTAR HUKUM

DI INDONESIA

A. Tata Tertib Masyarakat

Kehidupan masyarakat terdiri dan beberapa golongan
dan aliran, yang masing masing golongan mempunyai
kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan-kepentingan tersebut
antara yang satu dan yang lainya kadang tidak sama bahkan
seringkali terjadi perbenturan untuk kepentingan bersama
mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
Sedangkan untuk mencapai kehidupan bersama dalam
mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat
diperlukan suatu peraturan hidup.

Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya
dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi
tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde = ordnung). Tata itu
berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala
tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga
kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin.
Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban
masing-masing (Samidjo, 1985, h.1). Tata itu lazim disebut
norma (berasal dari bahasa latin). Norma berisi perintah dan
larangan.

Perintah : yang merupakan keharusan bagi seseoran
untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat
akibatnya dipandang baik
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BAB

SEJARAH PERKEMBANGAN
POLITIK HUKUM DI
INDONESIA

A. Pendahuluan

Sejarah dan perkembangan politik hukum di Indonesia
dimulai ketika kemerdekaan Negara Republik Indonesia
diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan
Proklamasi Ir. Soekarano dan Muh. Hatta.Dari kemerdekaan
tersebut, mesin pemerintahan mulai diterapkan dengan
membuat undang-undang baru yang independen dari hukum
para penjajah yang telah mendominasi negeri ini selama hampir
3,5 abad.

Hukum dalam arti peraturan yang berlaku tidak muncul
begitu saja melainkan memerlukan suatu proses pembentukan
hukum; Hukum merupakan produk politik yang lahir dari
kristalisasi kemauan politik yang interaktif dan kompetitif.
Karena hukum lahir dari proses politik yang ada di dalamnya,
maka untuk menjaga kerangka ideal hukum (rechtside) perlu
adanya sumber rujukan yaitu Politik Hukum. Pengertian
kebijakan hukum sebagai subjek penelitian ilmiah (ilmu politik
hukum) adalah kajian tentang kebijakan hukum serta konteks
politik dan lingkungan yang akan mempengaruhi lahirnya
hukum. Kebijaksanaan di sini adalah menentukan aspek-aspek
apa saja yang diperlukan bagi terbentuknya hukum [2].

Terbentuknya hukum dalam suatu sistem hukum sangat
ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh masyarakat
hukum, serta kualitas penciptanya. Proses ini berbeda-beda
pada setiap kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana,
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BAB

KEANEKARAGAMAN
HUKUM DI INDONESIA

A. Hukum Antara

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara orang yang satu
dengan orang yang lain selalu mengadakan hubungan.
Sedangkan orang yang satu dengan orang yang lainnya
dimungkinkan berbeda: golongan, agama, daerah, baglan,
waktu serta negara. Dalam hal ini maka tidak menutup
kemungkinan terdapat dua aturan hukum dari sistem hukum
yang berbeda saling terkait, séhingga dimungkinkan pula akan
terjadi perselisihan. Apabila ternyata terjadi perselisihan, maka
perlu adanya aturan hukum yang menyelesaikannya, yang
menjadi perantara untuk mencari penyelesaian. Aturan itu
dinamakan hukum antara [13].

Jadi hukum antara ialah: aturan-aturan hukum yang
tugasnya atau fungsinya untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang timbul karena hubungan hukum dari dua
hukum yang sistemnya berlainan. Adapun macam-macam
hukum antara yang dikenal ialah : (Hartono H, 1988, h. 40).

1. Hukum antar golongan (Hukum Intergentiel).
Keseluruhan aturan hukum yang menyelesaikan persoalan-
persoalan yang timbul karena adanya hubungan hukum
Intergential; artinya persoalan-persoalan yang timbul karena
hubungan perbagai golongan warganegara yang berbeda
dan mempunyai sistem hukum yang berbeda pula, di dalam
satu negara.
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BAB

A.

88

PLURALISME HUKUM
DI INDONESIA

Pluralisme Hukum

Indonesia, salah satu negara yang dikenal memiliki
populasi Muslim terbesar di dunia dengan beragam suku,
agama, dan suku, memilih sistem hukum campuran. Hal ini
membuka peluang bagi sumber hukum tertentu untuk
mempengaruhi pembentukan dan perkembangan norma
hukum nasional. Hukum Islam telah digunakan dalam
masyarakat sejak lama, bahkan sebelum masa kolonial, dan telah
memberikan dampak nyata terhadap beberapa hak adat dalam
masyarakat. Istilah pluralisme hukum telah digunakan secara
luas sejak awal abad ke-20, dan dalam banyak kasus dapat
diartikan dan diterapkan secara berbeda [20]. Sebagai sebuah
konsep akademis, makna pluralisme hukum terus mengalami
perubahan dan pendewasaan. Perkembangan terkini adalah
pendekatan pluralisme hukum dalam perspektif global yang
menganggap pendekatan lama sudah tidak relevan lagi.

Ciri pluralisme juga terdapat pada bidang hukum. Selama
berabad abad, sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan
sistem hukum Barat telah mempengaruhi konstruksi sistem
hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum ini telah
mempengaruhi dan berubah seiring berjalannya waktu menjadi
sistem hukum yang lebih pluralistik. Faktanya, keselarasan
antara penggunaan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem
peradilan telah efektif dipraktikkan. Bahkan dalam persoalan
otonomi daerah (pasca reformasi), penerapan syariat Islam di



BAB

NEGARA HUKUM DAN
SUPREMASI HUKUM

A. Tentang Negara Hukum
Negara hukum adalah suatu konsep dalam ilmu hukum
dan sistem pemerintahan yang memiliki beberapa materi atau

unsur utama. Negara hukum mengacu pada suatu negara di

mana hukum berperan sebagai landasan utama dalam mengatur

kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan. Berikut ini
adalah beberapa materi atau unsur utama dari negara hukum

[3]:

1. Supremasi Hukum: Prinsip supremasi hukum menekankan
bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam suatu negara.
Tidak ada entitas atau individu yang di atas hukum. Hal ini
berarti bahwa bahkan pemerintah dan pejabatnya harus
tunduk pada hukum dan tunduk pada aturan yang sama
seperti warga negara biasa.

2. Pemerintahan yang Terikat Hukum: Pemerintah dalam
negara hukum juga harus tunduk pada hukum dan tidak
boleh bertindak sewenang-wenang. Tindakan pemerintah
harus sesuai dengan hukum, dan jika pemerintah melanggar
hukum, ada mekanisme hukum untuk menggugat atau
menegakkan kepatuhan.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara hukum harus
melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan,
kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan lain-lain.
Ini mencakup hak untuk tidak disiksa, hak atas pengadilan
yang adil, dan hak untuk privasi.
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KEBIJAKAN POLITIK
DI BIDANG PERADILAN

Pendahuluan

Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat
mengemukakan mengenai hubungan kausalitas antara politik
dan hukum. Kaum idealis yang berpijak pada sudut das sollen
mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan
merekayasa perkembangan masyarakat termasuk dalam
kehidupan politiknya.

Mengenai Lembaga peradilan soesilo mengemukakan,
bahwa pemerintah federal telah menyusun pengadilan -
pengadilan yang dahulu dinamakan Gouvernements -
rechtspraak secara regional, dengan Hooge - rechtshof sebagai
pengadilan tertinggi untuk seluruh indonesia. Untuk beberapa
daerah - daerah Indonesia oleh pemerintah federal itu telah
diadakan peraturan - peraturan tersendiri tentang susunan,
kekuasaan dan acara pengadilan - pengadilan regional tersebut,
misalnya pemgadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama
dinamakan Landgerecht dan dalam tingkat banding dinamakan
Appelraad.

Penulis seperti Roscue Pound telah lama berbicara tentang
"Law as too of Social Enginering" sebagai keinginan tentu wajar
jika ada upaya untuk meletakan hukum sebagai penentu arah
perjalanan masyarakat karena dengan fungsi hukum untuk
menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat
akan menjadi relevan [1].
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